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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Di Indonesia belum ada hukum pidana positif yang mengatur secara 

khusus kejahatan penyedotan pulsa. Namun demikian, hukum pidana 

positif yang ada dapat diterapkan terhadap kejahatan penyedotan pulsa, 

yaitu Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat 

(2) dan Pasal 33 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Terhadap kasus-kasus kejahatan penyedotan pulsa yang terjadi saat ini, 

aparat penegak hukum menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf a, jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 

ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP. Ketentuan-

ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana digunakan apabila 

penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sanksi 

administratif (sistem ganti rugi kepada korban) tidak berjalan efektif.  
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B. Saran 

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis 

sekiranya memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

yaitu: 

1. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur 

tentang kejahatan penyedotan pulsa. Pemerintah perlu membuat 

peraturan yang mengatur secara khusus dan memuat sanksi pidana 

yang tegas terhadap kejahatan penyedotan pulsa, sehingga dapat 

diterapkan terhadap pelaku. 

2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus 

kejahatan penyedotan pulsa secara optimal, dengan melakukan 

pelatihan-pelatihan khusus tentang cyber crime guna meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia  dalam menerapkan aturan-aturan 

yang terkait dengan kejahatan dunia maya, khususnya kejahatan 

penyedotan pulsa. 
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